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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan adanya asas spesialitas dan publisitas 
dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh 
Kantor Notaris sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan 
fidusia dan mengetahui hambatan-hambatan yang muncul. Metode penelitian ini 
melalui pendekatan yuridis empiris dengan sumber data berupa data sekunder 
yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier dan data primer berupa 
wawancara. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. 
Teknik analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
jaminan fidusia yang dibuat telah memenuhi asas spesialitas dan publisitas sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan telah diterbitkannya sertifikat 
jaminan fidusia bernomor W13.00046268.AH.05.01 oleh Kementerian Hukum 
dan HAM Republik Indonesia. Hambatan yang muncul yaitu hambatan saat 
pembuatan akta jaminan fidusia yakni adanya kesalahan atau kurang lengkapnya 
berkas sehingga tertunda, sedangkan hambatan saat pendaftaran secara online 
terkadang mengalami gangguan, tidak dapat mengaksesnya sehingga 
menyebabkan tertundanya pendaftaran atas benda fidusia. 
 




This study aims to find the principle of specialty and publicity in the consumer 
financing agreement with fiduciary guarantee made by the Notary Office in 
accordance to Law No. 42 of 1999 on fiduciary and identify any obstacles that 
arise. This research method through empirical juridical approach to data sources 
in the form of secondary data that is the source of primary law, secondary and 
tertiary and primary data in the form of interviews. Data were collected by 
literature study and interviews. Data analysis techniques with qualitative analysis. 
The results showed fiduciary made in compliance with the principle of specialty 
and publicity in accordance with Law No. 42 of 1999 and the issuance of the 
certificate of fiduciary numbered W13.00046268.AH.05.01 by the Ministry of 
Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. Barriers that arise are the 
current bottleneck fiduciary deed that any errors or incomplete data files so 
delayed, while the current bottleneck online registration is sometimes impaired, 
can not access them, causing a delay in the registration of objects fiduciary. 
 




Perkembangan negara di zaman sekarang begitu pesat dan cepat dari 
perkembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, bahkan di negara 
Indonesia yang menganut negara welfare state yaitu negara yang menganut 
prinsip kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat ditingkatkan 
oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang ini, dengan berkembangnya secara 
pesat kesejahteraan rakyat Indonesia kondisi ini menunjukkan perekonomian di 
Indonesia mengalami peningkatan, sehingga daya beli masyarakat meningkat 
dalam kehidupan sehari-hari baik kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder.
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Pemerintah menerbitkan kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2009 yang membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakaan dana 
guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut. Kegiatan-
kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga keuangan baik bank 
maupun lembaga keuangan non bank, Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank 
Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri 
dari Asuransi, Pegadaian, Koperasi, Dana Pensiun dan lembaga pembiayaan. 
Kemudahan-kemudahan tersebut menyebabkan lembaga pembiayaan mengalami 
perkembangan yang cukup pesat di negara Indonesia karena begitu banyak 
peminat dari masyarakat untuk memilih lembaga pembiayaan dalam memenuhi 
kebutuhan–kebutuhannya.2  
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Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak 
menarik dana secara langsung dari masyarakat.
3
 Lembaga Pembiayaan meliputi: 
Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, 
Pembiayaan Proyek, dan Pembiayaan Konsumen.
4
 Berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang perusahaan pembiayaan, disebutkan 
bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam 
bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang 
pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”,5 
pembiayaan konsumen yang diterapkan pemerintah merupakan bagian dari 
kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembiayaan konsumen tergolong 
ke dalam Credit Sale karena memang konsumen tidak menerima uang tunai, tetapi 
hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit atau angsuran tersebut.
6
  
Praktek lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para 
konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses atau prosedur permohonan 
untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya 
jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan obyek 
jaminan.
7
 Jaminan dalam pembiayaan konsumen tersebut biasanya pengikatannya 
dilakukan secara fidusia, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 
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Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan Fidusia bahwa yang 
dimaksudkan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak 
kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan 
dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi 
fidusia, dalam fidusia tersebut juga sama dengan pembiayaan yang lain bahwa 
memerlukan sebuah jaminan. 
Fidusia memerlukan sebuah jaminan yang dimana jaminan fidusia yang 
tertera dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
menurut Pasal 1 Ayat (2). Pemenuhan asas spesialitas adalah suatu asas yang 
mewajibkan pencantuman data secara lengkap dalam akta fidusia yang menurut 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 6. Selain 
asas spesialitas yaitu asas publisitas, asas publisitas dimaksudkan dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam Pasal 11. 
Dijelaskan wajibnya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus 
didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Indonesia, kewajiban ini juga 




Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk menemukan adanya asas spesialitas dan publisitas dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh Kantor Notaris 
sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan 
mengetahui hambatan-hambatan yang muncul. 
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Metode penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris dengan sumber 
data berupa data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier dan 
data primer berupa wawancara. Metode pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data dengan analisis kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pemenuhan Asas Spesialitas dan Publisitas dalam Perjanjian Pembiayaan 
Konsumen dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang – Undang Nomor 
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Akta Jaminan Fidusia Nomor 110 (Seratus Sepuluh) sesuai penelitian di 
Kantor Notaris Bapak Shallman SE, SH, MM, M.Kn yaitu sebagai suatu bentuk 
Pembebanan Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan cara dibuat dengan akta 
notaris dalam Bahasa Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah terpenuhi dan sesuai Undang-
Undang yang berlaku, selanjutnya dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh 
notaris agar terpenuhinya asas spesialitas adalah menurut Pasal 6 Undang- 
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa Akta 
Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, data perjanjian 
pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 
Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya 
kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia, penerima 
fidusia maupun bagi pihak ketiga. Memberikan kepastian hukum sebagai tujuan 
dari dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, dan yang menjadi fokus utama 
dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah menyangkut benda 
yang menjadi objek jaminan. Dengan demikian bahwa benda yang dibebani 
jaminan fidusia harus di daftarkan yaitu dengan proses pendaftaran dilakukan 
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secara elektronik, ke alamat http://fidusia.ahu.go.id/, dengan proses sebagaimana 
yang telah dijelaskan oleh notaris Shallman SE, SH, MM, M.Kn. 
Setelah notaris Shallman SE, SH, MM, M.Kn melakukan pendaftaran 
maka akan memperoleh sebuah sertifikat jaminan fidusia dan notaris akan 
mencetak sertifikat tersebut melalui web resmi pendaftaran jaminan fidusia secara 
elektronik. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia yang bernomor W.13.00046268.AH.05.01 yang 
diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2016 pukul 14:46:24.  
Sesungguhnya asas spesialitas adalah suatu asas yang mewajibkan 
pencantuman data secara lengkap dalam akta fidusia, dan apabila asas publisitas 




Sesuai dengan penelitian di Kantor Notaris Bapak Shallman SE, SH, MM, 
M.Kn, dengan data penelitian sebuah Akta Jaminan Fidusia Nomor 110 bahwa 
telah memenuhi unsur-unsur asas spesialitas sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 6. Akta tersebut telah 
memenuhi asas spesialitas karena telah mencantumkan seperti identitas para pihak 
debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia), data perjanjian pokok 
yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan 
secara fidusia Nomor  110 tertanggal 21 Januari 2016, uraian mengenai benda 
yang menjadi objek jaminan yang berisikan barang yang dijaminkan yang 
tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) 
dengan dilengkapi identitas kendaraan tersebut yang terdaftar atas nama Bambang 
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Seno Nugroho, nilai penjaminan berisikan Faktur Nota pembelian dari Sinar Mas 
Motor tertanggal 19 Januari 2016 dengan nilai penjaminan dalam pembiayaan ini 
sebesar Rp. 26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
dan yang terakhir dicantumkannya nilai benda yang menjadi obyek jaminan 
fidusia dengan hutang pokok sebesar Rp. 16.950.000,00 (enam belas juta 
Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 
(dua), dengan demikian bahwa akta jaminan fidusia nomor 110 yang di buat oleh 
notaris tersebut telah memenuhi asas spesialitas dan tidak bertentangan dengan 
Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. 
 Selanjutnya, dalam pemenuhan asas publisitas di akta jaminan fidusia 
nomor 110 tersebut dijelaskan Pasal 11,  agar asas publisitas dapat terpenuhi harus 
mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, sesuai penjelasan 
diatas asas publisitas telah terpenuhi dengan di daftarkannya benda tersebut  
(1 unit kendaraan roda 2) secara elektronik oleh pihak notaris ke alamat 
http://fidusia.ahu.go.id/, dan notaris Bapak Shallman telah melakukan pendaftaran 
secara elektronik sehingga dapat diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia 
bernomor W13.00046268.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 22 Januari 2016 Jam 
14:46:24 WIB beserta pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah tentunya dengan 
atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan 




Terkadang asas spesialitas dan publisitas bisa tidak terpenuhi, sebab tidak 
terpenuhinya asas spesialitas terjadi karena ada nya suatu hal tertentu misalnya 
uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak jelas atau tidak 
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di uraikan dengan sebenar-benarnya sesuai objek jaminan fidusia yang ada dan 
objek benda yang menjadi jaminan fidusia paling tidak harus ditentukan jenisnya 
apabila tidak jelas jenis objek jaminan fidusia tersebut maka akan menimbulkan 
ketidakjelasan atas obyek benda jaminan fidusia tersebut. Selain itu bisa pula 
terjadi manipulasi data identitas pihak debitur bahwa pihak debitur tidak 
memberikan data identitas diri yang sebenar-benarnya sesuai dengan kartu tanda 
penduduk hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya asas spesialitas seperti yang 
telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 tahun 
1999 bahwa asas spesialitas dapat terpenuhi. 
Terpenuhinya asas publisitas menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan 
Fidusia No 42 tahun 1999 bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia 
wajib didaftarkan”. Tetapi apabila asas publisitas tidak terpenuhi berarti tidak 
dilakukannya pendaftaran maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu sertifikat 
jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan. Jika sertifikat jaminan fidusia tidak 
diterbitkan, maka tidak pernah lahir hak jaminan fidusia sehingga penerima 
fidusia akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi apabila debitur wanprestasi 
atau cidera janji. Karena tidak didaftarkannya  benda jaminan fidusia tersebut 
maka penerima fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap yang berarti penerima fidusia tidak dapat langsung mengeksekusi 
obyek jaminan fidusia secara langsung tetapi harus melalui proses persidangan 
dan pemeriksaan melalui pengadilan. Dilihat dari penjelasan di atas bahwa apabila 
asas spesialitas dan publisitas tidak terpenuhi maka akibat hukumnya yaitu  




Hambatan-hambatan yang Muncul dalam Pemenuhan Asas Spesialitas dan 
Publisitas dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang 
Dibuat oleh Notaris 
  Pertama, hambatan pada saat pembuatan akta fidusia, yang dimaksud 
dalam hal ini bahwa hambatan tersebut terjadi pada saat akta tersebut akan dibuat 
atau saat pembuatan. Hambatan yang sering terjadi saat pembuatan yaitu tidak 
memungkinkannya untuk menghadirkan debitur kehadapan notaris pada saat 
pembuatan akta jaminan fidusia karena dalam hal ini akan sangat susah selain itu 
notaris tidak mungkin menemui debitur satu persatu karena kantor notaris 
Shallman SE, SH, MM, M.Kn setiap bulannya melayani pembuatan perjanjian 
pembiayaan konsumen bisa mencapai 30 (tiga puluh) bahkan bisa lebih, maka dari 
itu debitur cukup menyerahkan semua kelengkapan berkas identitas debitur 
diberikan kepada kreditur untuk pembuatan akta jaminan fidusia dihadapan 
notaris.  
Mengenai hal tersebut akta jaminan fidusia dibuat oleh pihak notaris tetapi 
hanya di depan pihak kreditur, sehingga pihak debitur belum mengetahui semua 
isi dari akta jaminan fidusia tersebut, setelah akta tersebut jadi di sinilah terkadang 
muncul hambatan yaitu ketika debitur kurang menyetujui beberapa pokok isi dari 
akta tersebut sehingga debitur menginginkan untuk dilakukannya perubahan. 
Tetapi menurut Bapak Shallman SE, SH, MM, M.Kn bahwa akta tersebut telah 
baku dan debitur harus menyetujui isi dari akta tersebut serta tidak dapat 
dilakukan perubahan dari beberapa pokok isi perjanjian  karena debitur harus 
menyetujui pihak kreditur yang dalam hal ini bertindak sebagai penyedia 
pembiayaan bagi debitur. Selain itu akta jaminan tersebut terkadang ada kesalahan 
atau kekurangan data di dalam akta tersebut sehingga membuat pihak notaris 
terhambat dalam pembuatan akta, jika terjadi kesalahan atau kekurangan data 
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yang diperlukan dalam pembuatan akta jaminan fidusia maka pihak notaris akan 
menghubungi kreditur atas kesalahan atau kekurangan berkas-berkas yang 
diperlukan untuk pendaftaran akta jaminan fidusia, maka pihak kreditur 
menyampaikan hal tersebut kepada debitur agar melakukan pembetulan dan 
setelah kreditur mendapat berkas-berkas yang sudah benar dari debitur maka 
kreditur akan kembali ke pihak notaris untuk membetulkan atas kesalahan atau 
kekurangan berkas-berkas yang telah dilakukan pembetulan sesuai dengan data 
debitur yang telah benar. 
Kedua, hambatan pada saat pendaftaran akta fidusia, hambatan ini terjadi 
pada saat akta tersebut akan dilakukannya pendaftaan untuk memenuhi asas 
publisitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia Pasal 11 Ayat (1) bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia 
wajib di daftarkan. Pendaftaran ini sangat diperlukan karena hal ini untuk 
memberikan kepastian hukum kepada debitur, selain itu juga debitur dapat 
memastikan bahwa benda tersebut memang benar dibebani jaminan fidusia. 
Dengan demikian bahwa pendaftaran saat ini dilakukan secara elektronik oleh 
pihak notaris, dalam pendaftaran terkadang mengalami hambatan yang membuat 
pendaftaran menjadi tertunda yaitu pada saat sistem elektronik mengalami 
kerusakan sehingga pendaftaran secara elektronik sementara tidak dapat dilakukan 
sampai situs resmi pendaftaran jaminan fidusia dapat di akses kembali,  biasanya 
kerusakan sistem tersebut terjadi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari.
11
 
Selain sistem elektronik yang mengalami kerusakan ada hambatan lain 
pada saat pendaftaran akta tersebut, seperti yang telah dijelaskan di atas dengan 
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tidak lengkapnya berkas-berkas atau ada kekurangan berkas-berkas dari pihak 
debitur, pihak notaris tidak bisa mendaftarkan secara elektronik karena dalam 
pendaftaran jaminan fidusia secara otomatis harus lengkap semua data dari pihak 
debitur, apabila ada kekurangan data dari pihak debitur membuat pendaftaran 
menjadi tertunda sampai data pihak debitur sudah benar dan lengkap. 
Sesuai dengan perumusan masalah nomor 2 (dua) yaitu tentang hambatan-
hambatan dalam pemenuhan asas spesialitas dan publisitas dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Notaris Bapak 
Shallman SE, SH, MM, M.Kn di Kota Surakarta bahwa hambatan-hambatan  
yang telah dijelaskan di atas, dalam pemenuhan asas-asas tersebut sering kali 
terjadi beberapa hambatan. Pemenuhan asas spesialitas yang dikemukakan oleh 
pihak notaris jarang menemui hambatan karena pihak notaris meminimalisirkan 
agar tidak mengalami suatu hambatan dalam pemenuhan asas spesialitas, dan 
yang paling sering terjadi muncul hambatan adalah dalam pemenuhan asas 
publisitas seperti terjadinya kerusakan sistem online yang mana dalam pemenuhan 
asas publisitas menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia Pasal 11 yakni benda yang dibebani oleh jaminan fidusia wajib 
didaftarkan agar terpenuhinya asas publisitas, dengan adanya kerusakan sistem 
elektronik membuat asas publisitas terhambat terpenuhi karena belum adanya 
benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan sampai sistem tersebut normal 
kembali dan asas publisitas bisa terpenuhi.
12
 
 Selain itu bahwa dengan adanya hambatan yaitu tidak lengkapnya atau 
kurang dari data debitur membuat pihak notaris tertunda untuk memenuhi asas 
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publisitas karena dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia ada ketentuan bahwa semenjak dibuatnya akta jaminan fidusia, benda 
yang dibebani jaminan fidusia menurut Pasal 2 PMK No. 130/PMK 010/2012 
menyebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan 
fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. 
Dengan demikian menurut penjelasan pasal di atas sudah jelas bahwa 
apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan dalam batas waktu 
melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka asas publisitas tesebut tidak dapat 




Pertama, dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia 
yang dibuat Kantor Notaris Shallman SE, SH, MM, M.Kn telah memenuhi asas 
spesialitas dan publisitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia. Dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 110 yang dibuat 
oleh Kantor Notaris telah memenuhi asas spesialitas, sesuai Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia di dalam Akta Jaminan 
Fidusia tersebut telah sesuai dengan isi Pasal 6. Selain telah terpenuhinya asas 
spesialitas juga telah terpenuhi asas publisitas, karena seperti yang telah 
dijelaskan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia. Juga telah didaftarkannya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia 
oleh notaris Shallman SE, SH, MM, M.Kn kepada Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia secara elektronik (Online System) dan bukti 
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bahwa telah didaftarkannya jaminan fidusia tersebut dengan diterbitkannya 
sertifikat jaminan fidusia bernomor W13.00046268.AH.05.01 oleh Kementerian 
Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk masing-masing pihak yaitu pihak 
Debitur (Pemberi Fidusia) dan pihak Kreditur (Penerima Fidusia). Dengan 
demikian asas publisitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah 
terpenuhi. 
Kedua, dalam pemenuhan asas spesialitas dan publisitas juga terdapat 
hambatan-hambatan dalam pemenuhannya. Terdapat 2 (dua) hambatan yaitu 
hambatan pada saat pembuatan akta jaminan fidusia dan pada saat pendaftaran 
akta jaminan fidusia. Pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dengan 
jaminan fidusia hambatan yang muncul yaitu tidak memungkinkannya untuk 
mendatangkan pihak debitur pada saat pembuatannya dikantor notaris, maka dari 
itu berkas-berkas yang dibutuhkan notaris dalam pembuatan perjanjian 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tersebut kelengkapannya dapat 
debitur berikan kepada kreditur selaku penyedia dana pembiayaan dan kreditur 
yang akan mendatangi kantor notaris dalam pengurusan pembuatan akta jaminan 
fidusia tersebut, hal ini menyebabkan jika ada kesalahan dan atau kekurangan 
berkas-berkas yang lengkap dari pihak debitur maka mengakibatkan proses 
pembuatan akta jaminan fidusia tersebut menjadi tertunda sampai debitur 
melakukan pembetulan berkas-berkas yang masih dianggap salah.  
Selain itu hambatan yang lain terjadi pada saat pendaftaran jaminan fidusia 
secara elektronik, sistem pendaftaran secara elektronik ini dapat di akses melalui 
situs resmi nya ke alamat http://fidusia.ahu.go.id/. Sedangkan situs resmi 
pendaftaran jaminan fidusia tersebut terkadang mengalami gangguan dalam 
beberapa hari, maka notaris tidak dapat mengaksesnya sehingga menyebabkan 
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tertundanya pendaftaran atas benda fidusia tersebut. Tetapi jika situs resmi 
pendaftaran jaminan fidusia tersebut sudah dapat di akses kembali maka notaris 
dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian bahwa 
dalam pemenuhan asas spesialitas dan publisitas terdapat hambatan-hambatan 
yang dapat mengakibatkan tertundanya pemenuhan asas spesialitas dan publisitas. 
 
Saran 
Pertama, bagi notaris hendaknya melaksanakan fungsi legalitas dengan 
memberikan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan konsumen dan 
masyarakat yang terikat perjanjiaan pembiayaan konsumen. 
Kedua, bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen hendaknya lembaga 
pembiayaan konsumen, memberikan keterangan data uraian benda yang menjadi 
obyek jaminan kepada notaris sesuai dengan fakta yang ada, serta benar-benar 
membantu notaris untuk kelancaran pembuatan dan pendaftaran akta jaminan 
fidusia. 
Ketiga, kepada masyarakat hendaknya dalam menggunakan jasa lembaga 
pembiayaan konsumen, berhati-hati ketika menjalin kerjasama perjanjian 
pembiayaan sehingga tidak mengalami kerugian akibat perjanjian tersebut. 
Masyarakat juga harus memberikan data yang sebenarnya sehingga tidak terjadi 
kesulitan bagi notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia. 
Keempat, kepada pemerintah agar dapat melakukan penegakan aturan 
tentang jaminan fidusia khususnya terkait dengan proses pendaftaran jaminan 
fidusia, mengingat peraturan hukumnya telah ada dan sanksinya pun telah jelas. 
Pemerintah juga harus dapat memastikan kelancaran jaringan untuk pendaftaran 
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Akta Jaminan Fidusia secara elektronik, sehingga notaris yang berkepentingan 
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